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BUPATI MALINAU

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 421. 2/K.286/2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 008 MENTARANG HULU
KECAMATAN MENTARANG HULU KABUPATEN MALINAU

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

Kepala Disdikpora

BUPATI MALINAU,

bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan
pendidikan masyarakat dan perluasan akses pendidikan
Sekolah Dasar di Kecamatan Mentarang Hulu, perlu
didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar Negeri
sesuai dengan kebutuhan; '

bahwa untuk memberikan pelayanan kepada calon murid
Sekolah Dasar di Desa Long Kebinu, Kecamatan Mentarang
Hulu, Kabupaten Malinau, maka perlu mendirikan Unit
Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri 008 (SDN.OU3)

Mentarang Hulu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dengan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan

keputusan Bupati.

Undang-Undang ~ Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan_Kog
Bontang ( Lembaran Negara Nomor 175 Tahun 1999;
tammbahan Lembaran Negara Nomor 3896 Tahun 1999);
schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahvtxj
2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3962);

2003 tentang Sistem
asional ( Lembaran Negara Republik Indo'nesna-
1 2003, tambahan Lembaran Negara Nomot

Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Pendidikan N
Nomor 78 Tahur
R 3. Undang-Undang.......

E ~Plh. S'Ekd‘i_l____

b



3. gcnrc'ia%g-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
iy rr11m_ar1gan Kcuangan antara Pemerintah Pusat da:
erintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 126 Tahun 2004
; ¢ » tambah m
Republik Indonesia Nomor 4438 ); an Lembaran Negara

S. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan ci
Lembaran Negara Republik  Indonesia ’l‘ahbun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5239); ° dh

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia  tahun 2012 Nomor 229, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 35587), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Pendidikan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerqh
Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
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10.Peraturan pPemerintah  Nomor 41 Tahun 2007 mu{;f?ﬁ

Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara RL%H '.x:

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Nomor 17 Tahun 2010 Tentang

Jeraturan Pemerintah th .
Shge aan Pendidikan;

pengolahan dan Penyelenggar
eri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun

2. Peraturan Ment : iy
e e Kompetensi Lulusan;

2006 tentang Standar
13. Peraturan Menteri.......
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13.Pe :
tcnrtt’::;uran Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
Neo ng PCmbcnlukan Produk Hukum Daerah (Berita
€gara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

14-§eraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahup
008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinay (Lembaran

Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Malinay Nomor 5 tahun 2013
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinay Tahun 2013
Nomor 5);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Malinay Tahun 2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Malinay Tahun 2013 Nomor 3);

17.Peraturan Bupati Malinau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
dan Tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
(Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 9)

18.Peraturan Bupati Nomor 210 Tahun 2014  tentang
penjabaran Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah
Kabupaten  Malinau Tahun  Anggaran 2015 (Berita
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 210)

Memperhatikan: a. Murid SD kecil dari Desa Long Kebinu akan sekolah di
SDN 008 Mentarang  Hulu  di Desa Long Kebinu,
Kecamatan Mentarang Hulu;

b. SD Kecil Desa Long Kebinu, Mentarang Hulu merupakan
SD Kecil yang berinduk di SDN 002 Mentarang Hulu
telah melaksanakan pembelajaran mulai tahun pelajaran
2008/2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI MALINAU TENTANG PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 008 MENTARANG HULU
KABUPATEN MALINAU.

KESATU : Mendirikan Sekolah Dasar Negeri 008 (SDN 008) Mentarang
Hulu Kabupaten Malinau;
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Dasar Neger;
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sebagaimana dimak%; vt 008 (SDN 008) Mentarang Hulu

Desa Lo sud pada Dil
n . <tum KES .
8 Kebinu, Kecamatan Mentaran};s:zlu, b}irlolcam .
u, Kabupaten

I\/‘Ialinall;
KETIGA

Segala bia

C (}?a }"ang timb .
Bupati ini di ul akibat ditetapks
¢ apkan
Daerah K bleba“kan pada Anggaran Penda a:Ya 'kepvutusan
abupaten Malinau Tahun 2015 P‘ an dan Belanja

relevan; S dan sumber lain yang

KEEMPAT

Tembusan Kepada Yth :

Keputusan i ini m r apkan
n Bupati ini lai p
i ulai berlaku pada tan i

c ) ' ' . ggal ditet

dc, 1 gan ke ctntuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliry r’
dalam pene apannya akan diperbaiki sebagaimana mes‘tinya -

Ditetapkan di Malinau
da tanggal 26 Agustus 2015

e

NS

njung Selor;
Ketua DPRD Kabupaten Malinau di Malinau;

Pj. Gubernur Kalimantan Utara di Ta

Inspektur Kabupaten Malinau di Malinau;

Kabag Hukum Setkab Malinau di Malinau;
Badan Pengelolah Keuangan dan Aset
di Malinau;
Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimant
Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan D

dan Kebudayaan di Jakarta;
Camat Mentarang Hulu di Mentarang Hulu.

Daerah Kabupaten Malinau

an Utara di Tanjung Selor;
asar Kementerian Pendidikan



